
Menim

 

 
Mengin

 

mbang : a

b

 
c

ngat  :  1

2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 

a.  bahwa
Pemb
dan P
urusa
keben

b. bahwa
Tahun
dan te
Baran
Provin

c. bahwa
perlu 

1.   Unda
Repub
Indon

2. Undan
Negar
Repub

3. Undan
(Lemb
Lemb
denga
Indon
Indon

4. Undan
Bangk
Tamb

5. Undan
Selata
Belitu
Indon
Nomo

6. Undan
Perun
53, Ta

7. Undan
Negar
Repub
Undan
Tahun
4844)

PROVI

DENGA

GUBER

a dengan 
bagian Uru
Pemerinta
n Pemer

naran pen

a sebaga
n 2001 te
era ulang 
ng Dalam 
nsi Kepula

a berdasa
menetapk

ng-Undan
blik Indon
nesia Nom

ng-Undan
ra Repub
blik Indon

ng-Undan
baran Ne
aran Neg
an Undan
nesia Tah
nesia Nom

ng-Undan
ka Belitun
bahan Lem

ng-Undan
an, Kabu
ng Timur

nesia Tahu
or 4268); 

ng-Undan
ndang-und
ambahan 

ng-Undan
ra Republ
blik Indon
ng-Undan
n 2008 N
); 

PER
INSI KEP

NOM

R

AN RAHM

RNUR KEP

berlakun
usan Peme
ahan  Da
rintah Da
ngukuran d

aimana ya
ntang Ret
atas alat
Keadaan 

auan Bang

arkan pe
kan Perat

ng Nomor
nesia Tah

mor 3139);

ng Nomor
lik Indone

nesia Nom

ng Nomor
egara Re
gara Rep
ng Undan
hun 2000

mor 4048);

ng Nomor 
ng (Lemb
mbaran Ne

ng Nomor
paten ba
r di Provin
un 2003 N

ng Nomo
dangan (L
Lembara

ng Nomor 
lik Indone
nesia Nom
ng Nomor
Nomor 59

RATURAN
PULAUAN

N DAERA
N BANGK

AH 
KA BELITTUNG 

OR  7  TAAHUN 20009 

TENTAANG 

ETRIBUSSI  TERAA 

G MAHAMAT TUHHAN YAN A ESA 

PULAUANN BANGKKA BELITTUNG, 

nya Perat
erintahan
aerah Kab
aerah gun
dan tertib

uran Pem
. Antara P
bupaten K
na melin
b ukur dala

merintah N
Pemerinta
Kota, Keg
dungi ke
am masya

Nomor 38
ah,Pemeri
giatan Me
epentingan
arakat; 

8 Tahun 
ntahan Da
etrologi L
n umum 

2007 ten
aerah Pro
Legal me

 dalam

ntang 
ovinsi 
njadi 
 hal 

ang diam
tribusi Da
-alat ukur
Terbungk

gka Belitu

rtimbanga
turan Dae

r 2 Tahun
un 1981 
; 

r 8 Tahun
esia Tahu

mor 3209);

r 18 Tah
epublik I
ublik Ind
ng Nomo
0 Nomor
; 

27 Tahu
baran Neg
egara Rep

r 5 Tahun
angka Te
nsi Kepula
Nomor 25

or 10 T
Lembaran
n Negara 

32 Tahu
esia Tahu
mor 4437) 
r 12 Tah
, Tambah

anatkan 
aerah,  da
r, takar, ti
kus(BDKT
ng, digolo

an sebag
rah tenta

n 1981 ten
Nomor 1

n 1981 te
un 1981 N
; 

hun 1997
Indonesia 
onesia N

or 34 Ta
r 246, T

un 2000 t
gara Repu
publik Ind

n 2003 te
ngah, Ka
auan Bang
5, Tambah

Tahun 20
n Negara 
Republik 

n 2004 te
n 2004 N
sebagaim

hun 2008 
han Lemb

dalam Pe
lam upay
imbang da

T) yang di
ongkan da

eraturan 
ya mening
an perlen
laksanaka
alam jenis

Pemerinta
gkatkan  p
gkapanny

an  oleh B
s retribusi

ah Nomo
pelayanan
ya (UTTP)
Balai Metr
 jasa umu

or 66 
 tera 
) dan  
ologi 
um; 

aimana d
ng Retribu

dimaksud 
usi Tera; 

pada huuruf a daan b, 

ntang Me
1, Tamba

etrologi Le
ahan Lem

egal (Lem
baran Ne

mbaran Ne
gara Rep

egara 
ublik 

entang H
Nomor 76

Hukum Ac
6, Tamba

cara Pidan
ahan Lem

na (Lemb
baran Ne

baran 
egara 

7 tentang
Tahun 

Nomor 36
hun 200
Tambahan

g Pajak 
1997 N

85) seba
0 (Lemba
n Lemba

Daerah d
Nomor 41
agaimana 
aran Neg

aran Neg

dan Retr
1, Tamba

telah diu
gara Rep
gara Rep

ribusi 
ahan 
ubah 
ublik 
ublik 

entang Pe
ublik Indo
onesia No

embentuk
onesia Ta
omor 4033

kan Provin
hun 2000
3); 

nsi Kepula
0 Nomor 

auan 
217, 

entang Pe
abupaten 
gka Belitu
han Lemb

embentuk
Bangka 

ung (Lem
baran Neg

kan Kabup
Barat da
baran Ne
ara Repu

paten Ba
an Kabup
egara Rep
blik Indon

ngka 
paten 
ublik 
nesia 

004 tent
Republik 
Indonesia

tang Pe
Indones

a Nomor 4

mbentuka
ia Tahun 
4389); 

an Perat
2004 No

turan 
omor 

entang Pe
omor 125

mana telah
(Lembar

baran Neg

emerintah
5,  Tamba
h diubah 
ran Nega
gara Repu

an Daera
ahan Lem
kedua ka
ra Repub
ublik Indo

h  (Lemb
mbaran Ne

lianya den
blik Indon
onesia No

baran 
egara 
ngan 
nesia 
omor 



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk 

ditera dan  ditera ulang serta syarat- syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,Timbang dan 
Perlengkapannya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);    

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republuik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3692); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82);  

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ; 
 
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah  (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 2 Seri D); 

 
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 

 
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provin si Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri 
E); 

 
17. Peraturan  Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri 
E);  

 
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 
2 Seri D); 

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI 

TERA 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 



2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Legislatif 

Daerah. 

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana 

Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan yaitu UPTD Balai Metrologi. 

8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan ukur mengukur secara luas. 

9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-

metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan 

peraturan berdasarkan Undang Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum 

dalam hal kebenaran pengukuran. 

10. Pelayanan Kemetrologian  adalah kegiatan  operasional teknis yang berkaitan dengan 

menera dan menera ulang alat-alat ukur , takar, Timbang dan Perlengkapan  (UTTP) 

Kalibrasi alat UTTP serta Pengujian  Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang 

Metrologi Legal. 

11. Retrebusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan atas tera, tera ulang 

dan kalibrasi alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian 

barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). 

12. Tera ialah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tanda 

tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda 

tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,  dilakukan oleh pegawai-pegawai yang 

berhaK melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat – alat ukur, 

takar, timbang dan perlengkapanya yang belum dipakai. 

13. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera 

batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera 

sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak 

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 

14. Penera adalah Pegawai Negeri Si[il yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan 

pelayanan kemetrologian dibawah pembinaan  Lembaga Metrologi Legal. 

15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan 

alat ukur dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke 

standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran. 

16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera  untuk 

membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna 

menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran 

atau kesalahan pengukuran. 

17.   Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP 

adalah alat- alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal. 



18. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang 

yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk 

mempergunakan  harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya. 

19. Surat keterangan pengujian atau sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang 

telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). 

20. Wajib Retribusi adalah  orang pribadi atau badan yang menurut peraturan peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

21. wajib tera adalah pemilik atau penanggung jawab alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undanagn  diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang. 

22. Surat ketetapan Retribusi Daerah Yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 

23. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 

melakukan tagihan Retribusi. 

24. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat 

yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang. 

 

BAB II 

PELAYANAN KEMETROLOGIAN 

Pasal 2 

(1) Setiap alat UTTP dan BDKT yang digunakan dalam perdagangan, industri dan 

kepentingan umum baik ditingkat produsen maupun ditingkat pedagang wajib 

memenuhi persyaratan teknis,sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

(2) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan tera, tera ulang, kalibrasi serta pengujian secara berkala. 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT 

dilaksanakan : 

        a. Dibalai Metrologi 

        b. Di Luar Balai Metrologi. 

(2) Setiap alat UTTP yang memenuhi syarat dibubuhi tanda tera sah dan atau Surat 

Keterangan Pengujian sert a BDKT yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan 

Pengujian. 

Pasal 4 

Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

Pasal 5 

Setiap tera,tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud  

dalam  Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi. 

 

BAB III 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 6 


